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NOTA KESEPAHAMAN 
 
 
 
 

ANTARA 
 

UNIVERSITAS ISLAM MALANG 
 

DENGAN 
 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 
 
  

TENTANG 

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 

Nomor : 479/G164/U.AK/R/C.05/V/2023 

Nomor : 1037/II.03.AU/02.00/J/MOU/V/2023 
 
 
 
 

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh 

Tiga (31-05-2023) bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

1. Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si. : Rektor Universitas Islam Malang, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam 

Malang yang berkedudukan di Jalan Mayjen Haryono 

No.193 Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya dalam 

perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan  
 

2. Dr. Hidayatulloh, M.Si. : Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang 

berkedudukan di Jalan Mojopahit No. 666B, 

Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur 61215, selanjutnya dalam 

perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
 

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota 

Kesepahaman bersama yang didasari azas manfaat bagi PARA PIHAK, yang mengacu 

pada ketentuan sebagai berikut. 
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PASAL 1 
TUJUAN 

 
Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah 

1. meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat; 

2. meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA 

PIHAK; dan 

3. membangun kemitraan yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK. 

 
PASAL 2 

RUANG LINGKUP 
 
Ruang lingkup kerja sama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut. 

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada 

masyarakat serta publikasi dan jurnal.  

2. Praktisi ahli sebagai dosen tamu; 

3. Pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); 

4. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM; 

5. Penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional; 

6. Kegiatan dan koordinasi lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan 

visi dan misi perguruan tinggi masing-masing PARA PIHAK. 

 
PASAL 3 

PELAKSANAAN 
 

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK 

dengan mengikutsertakan pascasarjana, fakultas dan atau unit yang terkait 

dilingkungan masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama 

tersendiri. 

2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan 

oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini. 

3. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara 

berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi 

perencanaan program kerja sama selanjutnya. 

 
PASAL 4 

JANGKA WAKTU 
 

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

ditandatangani oleh PARA PIHAK  dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA 

PIHAK. 
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PASAL 5 
PEMBIAYAAN 

 
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama 

ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan kesepakatan 

PARA PIHAK yang ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK serta sumber 

lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK. 

 
PASAL 6 

PERUBAHAN 
 
1. PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang berlaku 

lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran 

penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK. 

2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam 

suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman 

ini. 

 
PASAL 7 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 
 

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan 

keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK 

KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam 

Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure). 

2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini 

meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, 

keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya 

ketentuan peraturan perundang-undangaan yang melarang penggunaan sistem 

yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.  

3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib 

memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai 

dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya 

keadaan memaksa (force majeure). 

 
 

PASAL 8 
PENYELESAIAN PERSELIHAN 

 
1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak 

sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. 
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